BUPATIHALMAHERASELATAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
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DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan
struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah  Kabupaten Halmahera Selatan, perlu
ditindaklan juti dengan Pembentukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi1 serta Tata Kerja Dmas
Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Halmahera Selatan,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pom a diatas, maka perlu menetapkan
Feratuian Dupau lalnaheia Selatan tentang Susuiiai
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Halmahera Selatan,
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara
R1 Taliun 200U Mot 73, Taiibalianl Lembaiaii INcgaia
RI Nomor 3961)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera  Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
di Provins1 Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun
2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4264),

Undang-Undaiig Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014
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Memperhatikan

Menetapkan

9.

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI1 Nomor
5587) sebagaimana teilah kKedua kali diuban dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
R1I Tahun 2015 Nomor 59),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Organisas1 Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor iy Tahun
201S tentang reiubalian Atas Peraturan Pemenitah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang  Perangkat  Daerah
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187),

Peraturan Mentern1 Pemuda dan Olahraga Repubiik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada
Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486),

Peraturan Daetiah Kavupaten Halmaheia Selatain Nomior 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Halmaehera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pebentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Helamhera Selatan,

Surat Kementerian Dalam Neger1 Nomor 060/3485/0OTDA
tertanggal 25 Me1 2022 Perihal Persetujuan Penyesualan
Penyederhanan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan dan Kota ternate Provins: Maluku Utara

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGA DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN
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Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Pemerintah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan perangkat
daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah

Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah
Lamidga TFerwakidii Rakyat Datiann sebagal wisul  renyelenggaia
Pemerintahan Daerah

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdin dan Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah
dan Kecamatan

Dinas adalah Dmas Pemuda Dan Olahraga

Tugas Pokok adalalr Tugas utama para pemangku jabatai tertentu pada
Dinas Pemuda Dan Olahraga

Fungsi1 adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Dinas
Pemuda dan Olahraga,

Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara
dalam rangka memimpin Satuan Organisasi Perangkat Daerah

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungs: dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
Keahhan dan/atau Keteraiipiian teér teantu

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit
Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu yang secara
langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat

TIATS TY
DRD 11

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Selatan merupakan
unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Peinuda dan Olahraga terdin atas

a Kepala,

b Sekretanat Dinas, terdirn dan
1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
2 Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Layanan Kepemudaan, dan Kelompok Jabatan Fungsional,
Bidauig Penivuddyacaui Clanuaga, Gauni KelompoK Jabatani Fungsionad,
Bidang Peningkatan Prestast Olahraga, dan Kelompok Jabatan
Fungsional, dan

f  Unit Pelaksana Teknis (UPT)
(2) Bagan Susunan Organisasi Dmas Pemuda Dan Olahraga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupat: i

(¢« )

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
DINAS

Pasal 4
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seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas memnbantu Bupati dalam
Pelaksanaan urusan pemerintahan di dibidang Pemuda dan Olahraga yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dibertkan kepada
daerah

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas

Pemuda Dan Olahraga inenyelenggarakan fungsi

1 Perdmusan Kebijjakan di Didang Layanaii Kepemudaan, Bidang
Peinbudayaan Olaghraga Dan Penmgkatan Prestasi Olahraga,

2 Pelaksanaan bimbingan teknis di Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang

Pembudayaan Olahraga, dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,

Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,

4 Pengkoordinasian dengan unit kerja terkait di Bidang Pemuda Dan
Olahraga,

5 monitoring, evaluast dan pelaporan di Bidang Layanan Kepemudaan,
Bidang Pembudayaan Olahraga dan, Bidang Peningkatan Prestasi
Oldiraga, dan

6 Pelaksanaan fungs: lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya
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Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan  kebijakan,
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan,
hukum, informasi,, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan,
pembuiaan Ketatausaliaan, kearsipai, Keruniahtaiiggaan, Kepegawaiil,
pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administras: di
lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan ketentuan dan
peraturan yang berlaku

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6,

Sekretariat menyelenggarakan fungsi

1 Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan
daunl anggaianl i lingRungain Duias Peinuda dan Olamaga,

2 Pembmaan dan pembertan dukungan administrasi yang meliputi
keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan,
kerumahtanggan, dan pelayanan administrasi di Imgkungan Dinas
Pemuda dan Olahraga,

3 Pengordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di
lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga,

4 Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokast hukum di lingkungan Dmas Pemuda dan
Glalii aga,

5 Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi,

6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan
barang/jasa di ingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga,

7 Pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, LKjIP, SAKIP, LPPD dan

Laporan Keuangan Dinas,

Pengelolaan kepegawailan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga,

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasiya,

10 Pengendalian pelaksanaan tugas UPT, dan

11 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuail dengan
tugas dan fungsinya
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Pasal 8
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3
ayat (1) huruf b angka 1, dipmpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
bertanggung jawab kepada  Sekretaris dan mempunyar tugas
menyelenggarakan urusail Képégawaiaii, ke wnalhitanggaain, perpusiakaan,

kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan
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Pasal 9
Dalam menyeienggarakan tugas sepagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub
Bagian Umum dan Kepegawalan menyelenggarakan fungsi
1 Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian,
2 Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekms terkait administrasi
umum dan kepegawaian,
Pengelolaan data kepegawaian dinas,
Penyiapan bahan mutasi pegawai dinas,
Penyiapan kesejahteraan pegawai dinas,
Penyiapan bahan penibmaan pegawai dinas,

SO W

Penyelenggaiaan Keruniadilaiiggaan dinas,

Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentas: dan kearsipan dan

perpustakaan dinas,

9 Penylapan, penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan dinas,

10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi,
ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada dmas,

11 Pelaksanaan pelayanan administras: perkantoran,

12 Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran,

13 Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja subbagian
umwn daul Kepegawauadi, dan

14 Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas tugasnya
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Paragraf 3
BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 10
Bidang Layanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1)
huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab
kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan
dan pelaksanaan kebijjakan teknis di Bidang Layanan Kepemudaan
berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

rad>al 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10,

Bidang Layanan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi

1 Perumusan kebijakan di bidang peniberdayaan pemuda, pengembangan
pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda,

2 Koordinast1 dan sinkromisasi Pelaksanaan kebijakan di  bidang
pemberdayaan peniuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur
kemitraan pemuda,

3 Penyusunan norma, standar, prosedur dan knterna di bidang
pembeidayaair peinuda, peéngémbaigan pemuda, Gahd il
kemitraan pemuda,

4 Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan
pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda,

5 Pemberian bimbingan teknis dan supervist di bidang pemberdayaan
pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda,

£ e T,
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Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang bidang pemberdayaan
pemuda, pengembangan pemuda, dan mfrastruktur kemitraan pemuda,
Pelaksanaan administrasi di bidang Layanan Kepemudaan, dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Paragraf 4
BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

Pasal 12

Bidang Pembudayaan Olaluaga sebagannaina dunaksud pada Fasal 3 ayat
(1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab
kepada Kepala Dmas dan mempunya1 tugas menyelenggarakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pembudayaan Olahraga
berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12,
BidangPembudayaan Olahraga inenyelenggarakan fungsi
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pengelolaan pembmaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi,
pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta
kemitraan dan penghargaan olahraga,

Koordinasi1 dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di  bidang
Pengelolaan Olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra
olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga
tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan
olahraga,

Feliyuswiaii  110ouiia, Stanideu, piosedu, dan Kiierna dai mdauig
Pengelolaan Olahraga pendidikan dan pengelolaan pembmaan sentra
olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga
tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan
olahraga,

Peinantauan , analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan
Olahraga pendidikan dan pengelolaan pembmaan sentra olahraga,
pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan
layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga,

Permoenain bumbumgan teknis deul supervis: th bidang bhidang Pengelolaan
Olahraga pendidikan dan pengelolaan pembmaan sentra olaliraga,
pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan
layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga,
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bidang Pengelolaan
Olahraga pendidikan dan pengelolaan pemnbmaan sentra olahraga,
pengelolaan olahraga rekreasi, pengeinbangan olahraga tradisional dan
layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga,
Pelaksanaan administras: bidang Peinbudayaan Olahraga , dan
Felaksanaai Twigsi laun yaig dibeénkail oleh atasan sesdar dengan tugas
dan fungsinya
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Paragraf 5
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Pasal 14
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dmas dan mempunyair tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
Peningkatan Prestast Olahraga berdasarkan pedoman dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14,

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi

1 Perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga
keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestas: serta standarisasi
dan infrastruktur olahraga,

2 Koordinas1 dan sinkronisast pelaksanaan kebyakan di  bidang
pembibitan, 1ptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan
Olahi aga préstas: serta standarisas: deui mifrasti uktur olahi aga,

3 Penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pembibitan,
1ptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi
serta standarisasi dan infrastruktur olahraga,

4 Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembaibitan,
1ptek, dan tenaga keolahragaan, promos: olahraga dan olahraga prestasi
serta standarisas: dan infrastruktur olahraga,

5 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek,
dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta
standaisas: Gaii mirastraktw olahraga,

6 Pelaksanaan evaluast dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan

tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta

standansasi dan infrastruktur olahraga,

Pelaksanaan administras: bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, dan

8 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

~

BAB III
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Pasal 16
(1) Pada Dinas dapat dibentuk Umt Pelaksana Teknis (UPT) untuk
melaksanakan keglatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah
(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas,
(3) Pengaturan mengenair Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan

™ PRy S I, |
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BAB IV
ESELOINISASI, PERGANRGKATAN DAN PENIBERHEN IIAN
Bagian Kesatu

Eselonisas:

Pasal 17

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon

I1b,
(2) Sekretaris inerupakan Jabatan Adimmmistrator atau Eselon Illa,
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon Illb,

o )
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Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 18

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan
diberhentikan oleh Pejabat Peinbina Kepegawaian/Bupati

(3)

(4)

™A™ ‘VT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19
Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat
adinmmistrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaaii tagas javatain fuiigsional,
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesua1 dengan jJjabatan fungsional 1nasmg-inasmg berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) Keloinpok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas
meinberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan
pengelolaan kegiatan dalain pelaksanaan tugas dan fungs: jabatan
pimpman tinggl pratama sesuar dengan bidang keahhan dan
Keterampilan,
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau
dalain tim kerja untuk inendukung pencapaian tujuan dan kinerja
organisaslt
Pejabat fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) inelaporkan pelaksanaan tugasnhya secara
berjen jang kepada kepala dinas
Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tun Kerja sebagaimana
seUdgauimana wniaksud pada ayat (3 dutetapkann dengan Keputusan

Kepala Dinas
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(7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdir1 dan
a Ketua Tim, dan
b Anggota Tim

(8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan
tugas sebaglamana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dan
perangkat daerah yang membidang:

(9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tmm kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dan
berbagai1 latar belakang kompetens: yang ada pada unit organisasi
tersebut atau diluar umit organisasi, untuk mengoptimalkan
pENncapaiall tujuanl orgaiusSass,

(10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam
melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan keglatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nila1 Angka Kredit 25%%
dan Angka Kredit Kumulatif

(11) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

(12) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undaigaii yanig veriaku

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 20
(1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena
danipak darn pelaksanaan penyederhanaan birokrasy, berkedudukan
pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan
a Umt Keya yang masihh menubk: Jabatan Adnwustator, jabatan
pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat
Administrator atau Eselon III
b Unit Kenja yang tidak memuliki Jabatan Administrator, jabatan
pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat
Pimpinan Tingg: Pratama atau Eselon II
(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak
darn pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan
bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV
{3} Jabatan FPelaksana ditétapkain oleh Pejabat Pembma Kepegawaiau/
Bupat
(4) Ketentuan mengenar uraian tugas jabatan pelaksana di hngkungan
Dinas Pemuda dan Olahraga diatur dengan Peraturan Bupat: tersendir

BAB VI
TATAKERJA

Pasal 21
LTS DUV ERPUG P Japp [P Iy TSR FU TR, N DS SIS o SN - YO, B
Didldlil HICIakdadlldRall tugddliya sCuap pr javat ul nuEKuligatl 1aidd roiulad

Dan Olahraga wapb menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan



" :r -

-11 -

smmkromisas1 baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di iingkungan Dinas Pemuaa Dan Olahraga serta dengan istansi
lain di luar hngkungan Dinas Pemuda Dan Olahraga sesuai dengan tugas
masing-masing

Pasal 22

(1) Setiap pimpinan satuan organisasl bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan dan membernikan pengarahan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah
ditetapkan, dan

{(2) Pengarahan seirta petuiyuk sebagaiinana dunaksud pada ayat (1) harus
dukuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta
dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

Pasai 23
Setiap Pimpimnan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pemuda Dan
Olahraga wapb mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab
kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada
waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 24
Setiap laporan yang ditennma oleh pejabat administrator dan pejabat
pengawas wajyb diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk imenyusun

Ll o o G | B I [P e ) | N T Ly T 1omrmm I Tymnn wle o
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BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25
Dengan berlakunya peraturan Bupati 1ni, pejabat yang menduduki
Jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya
Jabatan baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati

ifii

BAB VIII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 26
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupat:i Nomor 38 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Organisasi
Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Perubahem kehiga atas Peraturan Kepala Dawviah Noimior 21 Tahun 2916
tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisast Perangkat Daerah

Kabupaten Halmahera Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
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Pasal 27
Peraturan Bupau 1im1 muial beriaku pada tanggai ditetapkan
Agar setiap orang metgetahuinya, meineriutahkan pengundangan Peraturan
1 dengan peuempatannya dalam Berita Daerah Kabupateu Halmahera
Selatan

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 7 metue v 2023

BUPATI HALMAHE ELATAN

Diundangkan di Labuha
pada tanggal mebpruar:y 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABU PATEN HALMAHE}QA SELATAN,

RUY\ MP
Nip 14%51’2‘2( 200003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023
NOMOR ¢

Saiinan Sesuai dengan aslinya

T7TOTIAT A DYANTAR TITTITIZTTRA
DALY DANLALINN TTUNRNULYL

TTE

RUSDI HASAN,SH.MH
Nip 19830702 200812 1 002
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NOMOR '~ TAHUN 2023
TANGGAL . - _ . 2023
» mebruary
STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
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